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BABxI 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarxBelakang Masalah 

Undang-UndangxDasar NegaraxRepublik Indonesia Tahun 1945 Bab I 

Pasal 1 ayat (2)xmenyebutkann“Kedaulatanxberada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurutxUndang-UndangxDasar”. Maksudnya kedaulatanxrakyat 

disini adalah kekuasaanxberada pada rakyat untuk mengatur pemerintahan negara. 

Kedaulatan rakyat Indonesia salah satunya diwujudkan dengan dilaksanakannya 

Pemilu. Pemilu adalah sarana untuk memilihxPresiden dan Wakil Presiden, 

DPR,iDPD, dan DPRD yang dilakukan secara berkala.1 Adapun praktik dalam 

PemilihanxKepala Daerah (Pilkada) sebagaimanaxtelah diaturxdalam Undang-

UndanggRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan Pilkada 

pertamaxkali sebagai Pemilu Kepala Daerah dan WakilxKepalaaDaerah.2  

Pada tahun 2020 lalu, negara Indonesia kembali melaksanakan 

Pilkadaxyang dilakukan secara serentak di beberapa wilayahxdan dipilih  secara 

langsunggoleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi 

syarattuntuk memilih. Namun dalam penyelenggaraan Pilkada yang telah 

dilaksanakan dari tahun ketahun seringkali muncul persoalan. Persoalan tersebut 

 
1BagirxManan, DPR,DPD,dan MPR dalam UUD 1945 Baru,xCet.III (Yogyakarta: FH UII 

Press,2005),xhlm. 36. 

 
2Suhrizal, “Pemilukada:a Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”, (Jakarta 

:Rajawali Pers,2012),xhlm. 76. 
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muncul karena ada rasa ketidakpuasan masyarakat ataupun peserta pemilu yang 

dirugikan oleh badan penyelenggara pemilu ad hoc. penyelenggara pemilu badan 

ad hoc atau lebih sering disebut panitia pemilihan adalah lembaga yang dibentuk 

untuk melaksanakan tahapan pemilihan dilapangan dan panitia langsung 

bersentuhanndengan pesertaxpemilu karena bekerjaldi level bawahxmelayani para 

pemilih dan peserta Pemulu. Mengingat peran panitia pemilihan badan ad hoc ini 

sangattkrusialxdalamxpemungutanxdanxpenghitunganxsuara. Dikarenakan pada 

semuaxtahapan-tahapan pemilu tersebut merupakan celah terjadinya praktik 

kecurangan. Denganxkata lain, kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu sangat 

bergantungxpada integritasxpanitia pemilihan yakni penyelenggara pemilu badan 

ad hoc. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukannotomatis akan mempengaruhi 

kualitas pelaksanaan Pilkada yang telah dilaksanakan. 

Persoalan-persoalanntersebut jika dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme 

penyelesaiannya secara cepat dan tegas, ditakutkan akannmengganggu kelancaran 

dan kesuksesanxPemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta 

legitimasipPemilu. Mengingat hal tersebut, persoalan mengenai 

integritasspenyelenggara pemiluumerupakan halxyang sangatxpenting untuk mulai 

ditata untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Upaya untuk 

melakukanxpenataan integritas bagi penyelengara pemiluxlahirlah kodexetik dan 

kelembagaanxetik yang bertujuan  menjaga kredibilitas serta integritas bagi 

penyelenggara pemilu.3 

 
3Didik Supriyanto, Menjeaga Indepedensi Penyelenggara Pemilu, Semarang, Perludem, 

2007, hlm. 4.  
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Selanjutnya, dalami penanganan pelanggaranl kode ietik 

penyelenggarakpemilu badan ad hoc sebelumnya kewenangan tersebut dipegang 

olehxDewan Kehormatan PenyelenggaraxPemiluu(DKPP) selaku lembaga yang 

dibentuk untuk mengadili pelanggaran kode etik sejak resmi dibentuk pada tahun 

2012, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tanggal 15 

Maret 2019 kewenangannDKPP dalam memeriksaxdan memutus pelanggaran kode 

etik penyelenggaraxpemilu yang bersifat badan ad hoc diserahkan kepada 

atasannya masing-masing, yakni KomisixPemilihan Umum (KPU) dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umumg(Bawaslu).4 

Lahirnya kewenangan baru bagi KPU dalam menanganiipelanggaran kode 

etik penyelenggara pemilu badan ad hoc menjadi tumpuan baru untuklmenjaga 

integritas dan kredibilitas bagi penyelenggara pemilu badan ad hoc, hal ini 

diperkuat dalam PeraturannKomisi pemilihanxUmum Nomor 4 Tahunx2021 

perubahan ketiga atasxPeraturan KomisixPemilihan UmumxNomorx8 

Tahunx2019 Tentang TataxKerja KomisixPemilihan Umum, KomisixPemilihan 

Umum provinsi, KomisixPemilihan UmumxKabupaten/Kotaxpada Bagian Kedua 

BAB VIII Pasal 102 yaitu “KPU atauxKPU Kabupaten/Kotaxsesuai 

denganxtingkatannya menerimaxlaporan dan/atau pengaduanxdari masyarakat 

terkait adanyaxdugaan pelanggaranxKode Etik, Kode Perilaku,xsumpah/janji, dan 

pakta integritas yang dilakukan olehxanggota PPLNxdan KPPSLN bagilKPU, dan 

anggotaxPPK,xPPS, dan KPPS bagi KPUxKabupaten/Kota”. Dalam hal ini jelas 

 
4DKPP, AtasanXLangsung Bisa Tangani Masalah Etik di Tingkat Ad Hoc, 

https://dkpp.go.id/atasan-langsung-bisa-tangani-masalah-etik-di-tingkat-ad-hoc/,Xdiakses pada 

tanggal 13 September 2021, pada jam 02:04 wita. 
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KPU dan KPU Kabupaten/Kota berwewenang dalam menerima, memeriksa dan 

memutusspelanggaran kode etik badan ad hoc sesuai wilayah kerjanya. 

Jika melihat dari prespektif Islam, dengan meninjau dari tugas dan 

wewenang KPU dan KPUxKabupaten/Kota dalam menanganiXpelanggaran kode 

etik penyelenggaraXpemilu badan ad hoc, kewenangan KPU dan KPU 

Kabupaten/Kota secara khusus termasuk kedalam wilayah lembaga aqdiyah/ 

peradilan dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah.5 Berikut ini ayat Al-qur’an yang 

menyebutkan tentanggperadilan sebagai berikut: 

 وَالأقْ رَبِيَن يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ ش هَدَاءَ للَِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ ف سِك مْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ 
مَا فَلا تَ تَّبِع وا الْْوََى أَنْ تَ عْدِل وا وَإِنْ تَ لْو وا أوَْ ت  عْرضِ وا فإَِنَّ اللََّّ إِنْ يَك نْ غَنِيًّا أَوْفَقِيراً فاَللَّّ  أوَْلََ بِِ 

 ( ١٣٥كَانَ بِاَ تَ عْمَل ونَ خَبِيراً )
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S. al-Nisa : 135).6 

Melalui proses wawancara awalxyang dilakukan penulis pada tanggal 15 

Septemberx2021 di kantor KPU Kota Banjarmasin salah satu anggota disana 

menjelaskan bahwa kewenangan baru tersebut sudah pas diserahkan kepada KPU 

Kabupaten/Kota mengingat cakupannya tidak terlalu luas, terlebih lagi KPU 

Kabupaten/kota yang menjaring panitia pemilihan badan ad hoc. Jadi sudah 

 
5Djazuli, EdisixRevisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-

rambu Syariah (Jakarta: PrenadaxMedia, 2003), hlm. 48. 

 
6Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012). 
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sepantasnya bagi KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap bawahannya. 

Namun yang menjadi permasalahan bagi KPU Kota Banjarmasin dalam 

melaksanakan kewenangan tersebut adalah dalam proses pemeriksaan tidak 

hadirnya terlapor saat dipanggil oleh KPU Kota Banjarmasin dalam proses 

pemeriksaan, hal itu membuat proses penegakan kode etik badan ad hoc ini menjadi 

terhambat dan dalam pengambilan keputusan KPU Kota Banjarmasin merasa 

kesulitan karena tidak berhadirnya terlapor. Padahal dalam menyelesaikan 

pelanggaran kode etik badan ad hoc KPU Kota Banjarmasin dituntut harus cepat.7 

Adapun kasus yang sudah di proses oleh KPU Kota Banjarmasin adalah 

dugaan pelanggarannkode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Mergi 

Mahrita sebagai anggotaa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KelurahanxKelayan 

Barat KecamatanxBanjarmasin Selatan KotaxBanjarmasin. berdasaran wawancara 

awal yang telah dilakukan penulis bahwa Mergi Mahrita selaku anggota PPS 

Kelurahan Kelayan Barat terbukti melanggarxkode etik penyelenggaraxpemilu 

dalam menjalankanxtugas sebagai penyelenggara pemilu badan ad hoc yakni 

melakukan keberpihakan (ketidaknetralan) dan dikenakan sanksi pemberhentian 

tetap sebagai penyelenggara pemilu dan tidakkdapat diangkat kembali apabila 

mendaftar seleksi anggota PPK,pPPS, dan KPPS yang akan mendatang.8  

Berdasarkanxlatar belakang tersebut, penulisxtertarik untuk meneliti 

lebihxdalam terkait pelaksanaanxkewenangan KPU Kota Banjarmasin melalui 

proses penyelesaianxsecara hukum dugaan pelanggaranxyang dilakukan salah satu 

 
7M. Taufiqurrakhman, S.Sos, Wawancara Pribadi, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota 

Banjarmasin, 15 September 2021. 

 
8Ibid. 



6 
 

 
 

anggotaxPPS. Mengingat inixmerupakan suatu hal yang baru bagixKPU 

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan peradilan kodexetik bagixpenyelenggara 

pemiluxbadan adxhoc. Maka penelitian skripsi ini dituangkan dalammjudul 

“Pelaksanaan Kewenangan KomisidPemilihan UmumdKota Banjarmasin 

Dalam Menyelesaikan PelanggarandKode Etik Badan Ad Hoc Pada Pemilihan 

Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020”. 

 

B. RumusanxMasalah 

Dari uraianxlatar belakangxdiatas maka terdapat rumusanxmasalahxsebagai 

berikut:z\ 

1. Bagaimanakahhproses penyelesaianxsecara hukum pelanggaran kode etik  

salah seorangxanggota PanitiaaPemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kota Banjarmasin? 

2. Apa saja kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik salah 

seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh KomisixPemilihan 

Umum KotaaBanjarmasin? 

 

C. TujuanxPenelitian 

1. Untuk mengetahui prosesspenyelesaian secaradhukum pelanggaranzkode 

etik salahzseorangxanggota Panitia Pemungutan Suara oleh KPU Kota 

Banjarmasin.  
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2. Untuk mengetahui kendala dalam prosesxpenyelesaian pelanggaranxkode 

etik salah seorangxanggota Panitia Pemungutan Suara oleh KPU 

KotaxBanjarmasin. 

 

D. SignifikansixPenelitian 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagaii 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk kepentingan ilmiah, diharapkanxdari hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi duniaxakademik terkhusus Fakultas 

Syariah dan Jurusan Hukum Tatanegara terkait persoalan pelaksanaan 

kewenangan KomisixPemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam 

menyelesaikanxpelanggaran kodexetik penyelenggaraxpemilu badan 

ad hoc di Kota Banjarmasin. 

b. Untuk dijadikanxsebagai bahan referensi atau bahan acuan 

bagixpeneliti yanggakan mengadakan penelitian secara lebih 

mendalam terhadap permasalahannyang sama pada periode yang 

akanndatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tugassakhir untuk menyelesaikan studi padaxjurusan Hukum 

Tatanegara Fakultas SyariahxUniversitas IslamxNegeri Antasari 

Banjarmasin. 
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b. Sebagai bahan bacaanndan sumbangsih pemikiran dalam 

memperkaya xkhazanah literatur Hukum Tatanegara lbagi 

perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan Universitas Islam 

Negeri AntasarixBanjarmasin. 

 

E. DefinisiIOperasional 

Untukxmenghindari terjadinya kesalahpahaman bagi pembacaxdalam 

memahamixjudul skripsixini, makaxpenulis memberikan pengertianxatau 

pembatasan terhadapxjudul yangxdiangkat. Halxini bertujuannagar pembahasan 

tidak melebar tak tentu arah serta menghindarixambiguitas dalamxmemahami 

skripsi ini. Maka dari itu penulis akannmembatasi beberapa istilahxyang ada 

dalamxjudul penelitian ini. Kataxkunci dalam penelitian ini adalah sebagaixberikut: 

1. Pelaksanaan 

Pengertianxpelaksanaan menurutxKBBI sendiri adalahxproses, cara, 

perbuatanxmelaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. 

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuahxrencana yanggsudah 

disusun secaraxmatang danxterperinci.9 Secara sederhana pelaksanaan yang 

dimaksud disini adalah pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh KPU 

Kota Banjarmasin melalui proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan ad 

hoc dengan dasar hukum yang telah diatur. 

 

 
9KEMDIKBUD, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses 

13 Juni 2021 pukul 07:31 wita. 
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2. Kewenangan KomisixPemilihan Umum 

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)xadalah hak dan 

kekuasaan yang dipunyai oleh KPU untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini 

kewenangan KPUxKabupaten/Kota dalam menyelesaikan pelanggaranxkode 

etik penyelenggaraxpemilu badan ad hoc yang tertuang dalamnPeraturan 

KomisixPemilihan UmumxNomor 4xTahunx2021 perubahanxketiga 

PeraturanxKomisixPemilihan UmumkNomor 8 Tahunx2019 untukxmenerima 

aduan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

penyelenggaraxpemilu badan ad hoc. Kewenangan tersebut terdiri dari 

menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran bagi 

penyelenggaraxpemilu yang terbukti melanggar kodexetik. 

3. Kode Etik 

Terkait dengannkode etikxpenyelenggara pemilu,xmaka terhadap 

istilah kodexetik diartikanxsebagai satu kesatuanxlandasan normaxmoral, etis 

dan filosofisxyang menjadi pedoman bagixperilaku penyelenggaranpemilihan 

umum yangxdiwajibkan,xdilarang, patutxdan tidak patutxdilakukan 

dalamxsemua tindakanxdanxucapan. Adapunxtujuan kode etik ini 

adalahxuntukxmenjaga kemandirian,xintegritas, dan kredibilitas 

PenyelenggaranPemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian 

hukum; (5) tertib; (6) kepastian umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; 

(9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.10 

 
10Arnoldus Yansen, Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Study Kasus Penggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud 

Tapanuli Tengah) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. hlm. 21 
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Dasar hukum mengenai aturan kode etik penyelenggara pemilu ini di 

atur dalam PeraturannBersama KomisixPemilihanxUmum, BadanxPengawas 

PemilihanxUmum, dan Dewan Kehormatan PenyelenggaraxPemilihanxUmum 

Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 

tentangxKode EtikxPenyelenggaraxPemilihanxUmumxselanjutnyaxdisebut 

PeraturanxKode Etik Pemilu. 

4. PelanggaranxKode Etik 

Pengertian pelanggaran kode etikkpemilu adalah pelanggaran yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadapxasas-asas pemilu baik berupa 

asasxmandiri,xjujur,xadil,xkepastian hukum,xtertib,xkepentingan umum, 

keterbukaan, proporsionalitas, profesionlitas danxakuntabilitas.11 Jadi dapat 

dipahami disini bahwanpelanggaran kodexetik adalah pelanggaranxterhadap 

etika penyelenggaraxpemilu berdasarkan sumpahxdan atau janji, kode perilaku 

dalam menjalankanxtugasnya. 

5. Badan ad hoc 

Badan ad hoc adalah biasa disebut dengan panitia organisasi yang 

dibentuk untuk tugas dalam jangka waktu tertentu. MenurutxJimly Asshiddiqie 

menyebutkan ad hoc adalahxlembaga atau badan yang dibentuk dan sifatnya 

hanya sementara atau tidak permanen.12 Adapun panitia badan ad hoc yang 

 
11KPU Kota Kediri,Memotret Penegakan Hukum Pemilu Dalam Prespektif Uu 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu, https://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/13/memotret-penegakan-hukum-pemilu-dalam 

prespektif-uu-7-tahun-2017-tentang-pemilu/, di akses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 jam 

01:20 wita. 

 
12M. Prawiro.x“Pengertian Ad Hoc Dalam Pemilu, Hukum, Jaringan, dan Organisasi” 

https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-ad-hoc.html,xdiakses pada tanggal 22 Juni 

2021, jam 14:55 wita. 
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dimaksud pada penelitian ini adalah panitia penyelenggara pemilu yakni Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suaran(KPPS) yang bertugas untuk melayani para 

pemilih. 

 

F. KajianxPustaka 

Kajianxpustaka sangat diperlukan untukxmenghindari kesamaan penelitian 

terdahulu denganxpenulis. Olehxkarena itu, penulis melakukan penelaahan 

terhadapxpenelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan 

Kewenangan Komisi/Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Menyelesaikan 

Pelanggaran Kode/Etik Badan Ad Hoc ditemukan beberapa penelitian yang terkait, 

antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zasha Natasya, yangxberjudul 

“Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

(DKPP) dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Anggota 

Komisi Pemilihan Umum KotaxPalopo”. Tujuanmpenelitian inixadalah untuk 

mengetahui tentang proses penyelesaian secara hukum atas pelanggaran pemilu 

yang dilakukan salah satu anggotaxKomisi PemilihannUmum KotaxPalopo dan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaranxpemilu 

yang dilakukanxoleh salah satu anggota KPU KotaxPalopo berdasarkan 

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanxUmum. 

Disini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yakni melakukan 
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wawancarandengan pihakxKPU dan Bawaslu yang tergabungxdalam Tim 

Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi SulawesixSelatan.13 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah dengan judul  

“TinjauanmFiqh Siyasah TerhadapxKewenangan Dkpp Dalam Penyelesaian 

Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan Dkpp Nomorx23-

25/Dkpp-Pke-I/2012)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kewenananganxDKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan 

umum dalam Putusam DKPP Nomorx23-25/DKPP-PKE-I/2012. Kedua, untuk 

mengetahui tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangankDKPP 

dalamxpenyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan 

DKPP Nomorx23-25/ DKPP-PKE-I/2012. Jenisxpenelitian dalam skripsi ini adalah 

penelitianxkualititatif dan analisis yang digunakan dengan metode deskriptif.14 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Rizki Midana dengan judul 

“Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

Sebagai Peradilan Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu”. Penelitian ini untuk 

mengetahui prosesaPemilu harusxdilaksanakan secara independen, transparan, dan 

tidak berpihak oleh setiap penyelenggaraxpemilu. Metodempenelitian yang 

digunakanxdalam penulisan ini adalah penelitian yuridisxnormative melalui 

 
13Zasha Natasya, yang berjudulx“Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum 

oleh Anggota Komisi Pemilihan UmumxKota Palopo”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas 

Hasanuddin Makassar Tahun 2014.   

 
14Dewi Ani Saurrohmahx“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dkpp Dalam 

Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umumx(Studi Putusan Dkpp Nomor 23-25/Dkpp-

Pke-I/2012”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 

2019. 
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prosedurhmetode penelitian ilmiah yang didasarkan pada bahanxhukum primer dan 

sekunder yangxjuga disandarkan pada logika keilmuan hukum dari 

sisixnormatifnya. Kemudian alatxpengumpulan data yangxdigunakan dalam skripsi 

ini melalui studixpustaka.15 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman 

dengan judul “PenegakanxKode Etik PenyelenggaraaPemilu Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota 

Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi KepulauanxRiau”. Jurnal penelitian ini untuk 

mengetahui prosesxpolitik pemilu dan Dewan Kehormatan PenyelenggaraxPemilu 

yang bertujuan untuk menjaga Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai 

Pasal 110 (1)xUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Adapun 

metodempendekataniiyangiidigunakaniidalammpenelitianminimadalahmiyuridisx

sosiologis.16 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Imam Nasef dengan judul “StudixKritis 

Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam 

Mengawal Electoral Integrity dixIndonesia”. Jurnal penelitian ini untuk 

mengetahui tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

karena terdapatybeberapa putusanxDKPP yang kontroversial, karena tidak hanya 

memutuskan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, tetapi 

 
15Siti Rizki Midanax“Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik Dalam PenyelenggaraanxPemilu”. Skripsi Fakultas 

Hukum, Universitas Sumatra Utara Tahun 2017. 

 
16Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman “PenegakanxKode Etik Penyelenggara Pemilu 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota 

Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan Riau”.xJurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 15, 

Nomor 1. hlm 141. 
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seringkali masuk ke ranah administrasi dan sengketaxpemilu. Metode penelitian 

yangbdigunakan statutexand conceptual approach serta analisisxkualitatif.17 

Sejauh ini kesamaan dari penulis dengan peneliti lain adalah sama-sama 

meneliti tentang kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik. Namun 

kasus dan lembaga yang diteliti berbeda, dimana peneliti terdahulu meneliti 

kewenangan DKPP sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan kewenangan 

KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik badan ad hoc. 

Sedangkannkasus yang diteliti adalah kasus pelanggarangkode etik yang dilakukan 

oleh salah seorang anggota PPS di KelurahanxKelayan Barat Kecamatan 

Banjarmasin selatan KotaxBanjarmasin pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan 

Selatan 2020. 

 

G. SistematikaaPenulisan 

Untukxmemberikan pendekatanxpemikiranxmengenai hal-hal apaxsaja 

yang menjadixfokus pembahasanxdalam penelitian ini, penulisxmenyusun 

sistematikaxpenulisanxyang terdirixdarix5 (lima)xbab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, Babbini memuat latar belakanggmasalah dari 

penelitian,. permasalahannyang tergambar kemudian dirumuskan kedalam rumusan 

masalah,xsetelah itu disusun tujuan dari hasil yangxdiinginkan., Kemudian setelah 

tujuan terdapat signifikansixpenelitian yang merupakan kegunaan dari 

hasilxpenelitian. Selanjutnya dimuat definisiloperasional yang dirumuskanxuntuk 

 
17Imam Nasefx“Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 

3 VOL. 21 JULI 2014.xhlm.378. 
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membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yangxbermakna luasadan umum 

sehingga tidak melenceng dari yang diinginkan penulis. Kemudian kajian pustaka 

yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yangxmempunyai 

perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yangxdilakukan. Dan yang terakhir 

sistematikaxpenulisan yang memuat seluruh susunanxskripsi secara keseluruhan. 

BAB IIxLandasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan tentang 

kewenangan Komisi PemilihannUmum dalam menangani pelanggaran kode etik 

badan ad hoc yaitu tentang demokrasi dan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, 

etika penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, serta kewenangan Komisi 

PemilihanxUmum dalam menanganixpelanggaran kode etik penyelenggaraxpemilu 

badan ad hoc. 

BABx/III Metode Penelitian, memuatttentang jenisxpenelitian yang 

dilakukan,xkemudian lokasi penelitian,xdata dan sumber data yangxakan di pakai, 

serta teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara serta 

dokumentasi, yang terakhir berisikan tentang teknik penyajian dan analisis data. 

BAB IV berisikan Pembahasan, yang memuat penyajian data berupa 

gambaran lokasi penelitian serta struktur organisasi di dalamnya. Kemudian 

menyajikan data dimulai dari identitas dan dilanjutkan uraian hasil wawancara, 

setelah itu dikumpulkan dengan membuat matrik penelitian guna membuat 

kesimpulan secara ringkas dari hasil uraian yang telah dipaparkan. Selanjutnya 

dilakukan analisis data tentang prosesapenyelesaian secaraxhukum pelanggaran 

kode etik salahxseorang anggotasPanitialPemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan 

UmumxKota Banjarmasinhdan kendala dalam proses penyelesaian pelanggaran 
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kode etik salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara oleh KomisixPemilihan 

UmumxKota Banjarmasin.  

BABxVxPenutup, berisikan tentang hasil simpulan darinsemua 

xpembahasan,xmerupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan 

dibahasxdalam penelitiannini dengan membuat poin sesuai dengan rumusan 

masalah. Selanjutnya diikuti dengan rekomendasi dari penulis sebagai bahan 

masukan pemikiran terhadapxhasil penelitian yang telahxdilakukan. 




